
terakhir ...

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah beberapa Kali

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Undang­
Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,
Walikota mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan
penyelenggaraan Pemerintah Kota Langsa kepada Pemerintah,
memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Kota, dan menginformasikan
laporan penyelenggaraan Pemerintah Kota Langsa kepada
Masyarakat;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang­
undang, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda
ten tang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDkepada DPRD
dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh
Badan Pemeriksa Keuangan paling lamb at 6 (enam) bulan
setelah tah un anggaran berakhir;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun ten tang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2023;

WALIKOTALANGSA,
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Menimbang
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Nomor 5272) ...

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tabun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi;

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4110);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
ten tanh Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4633);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang­
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ten tang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintab Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintaban (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 l2
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Pasal 1 ...

QANUN TENTANG PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN
ANGGARANPENDAPATANDANBELANJAKOTALANGSATAHUN
ANGGARAN2023.

MEMUTUSKAN:

DEWANPERWAKILANRAKYATKOTALANGSA
dan

WALIKOTALANGSA

Dengan Persetujuan Bersama

Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 ten tang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 ten tang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ten tang Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 ten tang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

25. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2022 ten tang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2023
(Lembaran Kota Langsa Tahun 2022 Nomor 4);

26. Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Kota Langsa Tahun 2023 Nomor
1, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 1025);

27. Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2023 ten tang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2023 Nomor 7);

Menetapkan



4. Selisih ...

Rp. 104.910.013.123,00
Rp. 104.909.009.663,00
Rp. 1.003.460,00

sejumlah3. Selisih anggaran dengan realisasi transfer
Rp.l.003.460,OO dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran belanja setelah

perubahan
b. Realisasi

Selisih lebih/ (kurang)

Rp. 798.393.359.703,00
Rp. 775.618.300.364,20
Rp. 22.775.059.339,80

2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp.22.775.059.339,80 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran belanja setelah

Perubahan
b. Realisasi

Selisih lebih / (kurang)

Selisih
(5.386.256.763,09)Rp.

Rp. 865.135.758.565,00
Rp.

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal2 sebagai berikut :
1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp.(5.386.256.763,09) dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pendapatan setelah
Perubahan

b. Realisasi
870.522.015.328,09
lebih/ (kurang)

Pasal3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 ayat (1)huruf a sebagai berikut :
a. Pendapatan Rp. 870.522.015.328,09
b. Belanja Rp.775.618.300.364,00
c. Transfer Rp. 104.909.009.663.00

Surplus/ Defisit Rp. (10.005.294.698,91)
d. Pembiayaan .

-Penerimaan Rp. 38.667.614.261,27
-Pengeluaran Rp. 475.000.000,00
Pembiayaan Netto Rp. 38.192.614.261,27

e. Sisa lebih/ kurang pembiayaan tahun berkenaan (Silpa Tahun
Anggaran 2023) Rp. 28.187.319.562,36

Pasal2

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK berupa laporan
keuangan memuat:
a. laporan Realisasi Anggaran;
b. neraca;
c. laporan Arus Kas;
d. laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
e. laporan Operasional;
f. laporan Ekuitas; dan
g. catatan Atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan
keuangan badan usaha milik daerah.Zperusahaan daerah.

Pasall



berikut ...

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Per 31 Desember 2023 sebagai

Rp. 51.692.968.926,09

Rp. (62.173.263.625,00)

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 28.187.319.562,36

Pasal6

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 huruf c
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun
2023 sebagai berikut :
a. Saldo kas awal per 1 Januari 2022 Rp. 38.667.614.261,27
b. Arus kas bersih dari aktivitas

operasi
c. Arus kas bersih dari aktivitas

investasi
d. Arus kas bersih dari aktivitas

pendanaan
e. Arus kas bersih dari aktivitas
Transitoris

f. Saldo kas akhir
per 31 Desember 2023

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31
Desember Tahun 2023 sebagai berikut :
a. Jumlah aset Rp.1.991.225.008.329,50
b. Jumlah kewajiban Rp. 75.573.235.528,42
c. Jumlah ekuitas Rp.1.915.651.772.801,08

25.000.000,27Rp.

38.167.614.261,00
38.192.614.261,27

Rp.
Rp.

Pasal4

7. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah
Rp. 25.000.000,27 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pembiayaan netto

setelah Perubahan
b. Realisasi

Selisih lebihj (kurang)

6. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumlah Rp.O,OOdengan rindan sebagai berikut :
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan

setelah Perubahan Rp. 475.000,00
b.Realisasi ~R~p~. 4~7~5~.~0~0~0~,0~0

Selisih lebihj (kurang) Rp. 0,00

5. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah Rp.O,46 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp. 38.667.614.261,00
b. Realisasi ::...R::.J::p,-,-,_=3=8.!..-'.6,,-,6~7:.___!.=6...:::.1_:.4.!.!.2:::...:6~1~1~2_!....7

Selisih lebihj(kurang) Rp. 0,27

Rp. (38.167.614.261,00)
Rp. (10.005.294.698,91)
Rp. 17.389.806.035,91

4. Selisih anggaran dengan realisasi surplusj defisit sejumlah
Rp.(16.295.629.132,53) dengan rincian sebagai berikut :
a. Surplus / defisit setelah

perubahan
b. Realisasi

Selisih lebih/ (kurang)



pemerintahan ...

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBKsebagaimana dimaksud
dalam Pasal1 tercantum dalam Lampiran Qanun ini, terdiri dari:
a. Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran (LRA), terdiri

atas;
Lampiran 1.1 Ringkasan LRA menurut urusan

pemerintahan daerah dan organisasi;
Lampiran 1.2 Ringkasan APBKyang diklasifikasi menurut

kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan
pembiayaan;

Lampiran 1.3 Rincian APBK menurut urusan

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik
secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan
keuangan.

Rp. 50.806.147.505,72
Rp.l.915.651.772.801,08

Rp.1.961.342.613.227,06
Rp.

Rp. (96.496.987.931,70)

407.976.000,00
(407.976.000,00)

Rp.
Rp.

Rp. (96.089.011.931,70)

Rp. 919.843.199.276,60
Rp.

Rp. 28.187.319.562,36
Rp. 28.187.319.562,36

Rp. 38.667.614.261,27

Rp. 38.667.614.261,27

Pasal9

Pasal8

3. Surplus Defisit- LO

2. Pos Luar Biasa
Beban Luar Biasa

Pos Luar Biasa

Pasal 7

berikut:
a. Saldo Anggaran Lebih Awal
b. Penggunaan SALsebagai

Penerimaan Pembiayaan Tahun
Berjalan

c. Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan
Anggaran (SiLPA/SiKPA)

d. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 1 huruf f untuk periode yang berakhir sampai dengan 31
Desember 2023 sebagai berikut:
a. Ekuitas Awal
b. Surplus/Defisit-LO

(96.496.987.931,70)
c. Dampak Kumulatif Perubahan

Kebijakarr/Kesalahan Mendasar
d. Ekuitas Akhir

Laporan Operasional sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1
huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember
2023 sebagai berikut:
1. Kegiatan Operasional:
a. Pendapatan
b.Beban

1.015.932.211.208,30
Surplus /Defisit dari Operasi



Agar ...

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PasalI3

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK sebagai rincian lebih
lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.

PasalI2

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal
1 ayat (2) terdiri dari :
a. laporan kinerja tercantum dalam lampiran XXIQanun ini; dan
b. ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/

perusahaan daerah dalam lampiran XXQanun ini.

Pasal Ll

pemerintahan daerah, organisasi, program,
kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis
pendapatan, belanja dan pembiayaaan;
Rekapitulasi realisasi belanja menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan dan sub kegiatan;
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Laporan Operasiona1;
Laporan Perubahan Ekuitas;
Neraca;
Laporan Arus Kas;
Catatan Atas Laporan Keuangan.
Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
Daftar Rekapitulasi Penyisihan Tidak
Tertagih;
Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan
Penyisihan Dana Bergu1ir;
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan
Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam
Pekerjaan;
Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
Daftar Dana Cadangan Daerah;
Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan
sampai akhir tahun anggaran 2023 dan
dianggarkan kernbali dalam tahun anggaran
berikutnya;
Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha
Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri
atas;
Ikhtisar Laporan Keuangan (neraca) Badan
Usaha MilikDaerah/Perusahaan Daerah;
Ikhtisar Laporan Keuangan (laporan
labaz rugi] Badan Usaha Milik Daerah/
Perusahaan Daerah.

Lampiran XX.2 :

Lampiran XX.1 :

t. Lampiran XX

o. Lampiran XV
p. Lampiran XVI
q. Lampiran XVII
r. Lampiran XVIII:
s. Lampiran XIX :

m. Lampiran XIII
n. Lampiran XIV

k.Lampiran XI
1. Lampiran XII

J. Lampiran X

b. Lampiran II
c. Lampiran III
d. Lampiran IV
e. Lampiran V
f. Lampiran VI
g. Lampiran VII
h. Lampiran VIII
1. Lampiran IX

Lampiran I.4
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